
Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Kinerja adalah basil dari pelaksanaan tugas clan fungsi organisasi 
dan PNS selama periode tertentu. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KINERJA. 

MEMUTUSKAN: 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu 
diatur mengenai penilaian kinerja yang terukur, objektif, 
transparan dan akuntabel; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penilaian 
Kinerja; 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENILAIAN KINERJA 

TENTANG 

NOMOR 18 TAHUN 2020 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOT A JAKARTA 

SALIN AN 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 



13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya 
disebut Provinsi DKI' Jakarta adalah provinsi yang mempunyai 
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
karena kedudukannya sebagai Ibukota · Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah 
Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menilai kinerja 
PNS. 

· 11. Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus yang 
selanjutnya clisebut PPK Infrastruktur Khusus adalah PNS yang 
ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan 
pembangunan infrastruktur khusus Kegiatan Strategis Daerah. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS 
yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pacla Perangkat 
Daerah atau yang ditugaskan Gubemur di luar Perangkat Daerah/ 
Unit Kerja pada Perangkat Daerah. 

9. Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan target 
dalarn Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Strategis Daerah serta 
uraian tugas pada ·masing-masing Perangkat Daerah secara 
vertikal dari level unit kerja pada Perangkat Daerah/pegawai 
yang lebih tinggi ke .Ievel unit kerja pada Perangkat .Daerah/ 
pegawai yang lebih rendah. 

8. Rencana Kinerja adalah dokumen kontrak kinerja yang berisi 
Sasaran Strategis, Sasaran Operasional dan/ atau Sasaran Khusus, 
serta tugas dan fungsi. 

7. Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara PNS 
dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan 
kesanggupan, sasaran, inclikator kinerja utama dan target yang 
harus dicapai dalam periode tertentu. 

6. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSb 
adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis clan/ atau kegiatan 
lainnya yang memiliki dampak yang signifikan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar, mempercepat. pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

5. Sasaran Kinerja aclalah rencana clan target kinerja yang harus 
dicapai oleh pegawai clalam kurun waktu penulaian yang bersifat 
nyata clan clapat cliukur serta disepakati oleh pegawai clan atasan. 

4. Pengukuran Kineria adalah proses penilaian terhadap Perencanaan 
Kinerja dengan realisasi pelaksanaan tugas. 

3. Perencanaan Kineria adalah proses penvusunan Rencana 
Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran clan program yang telah 
ditetapkan dalam rencana stratezis melalui berbagai keziatan 
sesuai tuzas clan fungsi yang diiadikan sebagai dasar clalam 
penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai. 

2. Penilaian Kinerja aclalah rangkaian kegiatan menetapkan 
parameter hasil untuk rneningkatkan kinerj a clalam rangka 
mencapai tujuan organisasi. · 
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Pasal 4 
(1) Perhitungan capaian indikator kinerja utama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf ~ diperoleh dari perbandingan 
antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam 
Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam persentase. 

(2) Perhitungan capaian indikator kinerja utama . sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan palmg lambat tanggal 8 pada 
bulan pertama tnwulan benkutnya. . 

Sasaran strategis sebagaimana dimaksud dalain pasal 2 ·huruf a 
terdiri a tas: 
a. indikator kinerja utama; dan/ atau 
b. Kegiatan Strategis Daerah. 

Bagian Kedua 
Sasaran Strategis 

Pasal 3· 

Sasaran Kinerja terdiri atas: 
a. sasaran strategis; 
b. sasaran operasional; dan 
c. sasaran khusus. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB II 

SASARAN KINERJA 

22. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat 
PerangkatDaerah Provinsi DKI Jakarta. 

21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 

20. Lurah adalah Lurah di Provinsi DKI Jakarta. 

19. Camat adalah Camat di Provinsi DKI Jakarta. 

18. Asisten Deputi adalah Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta. 

1 7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah 
Provinsi DKI Jakarta. 

16. Deputi adalah Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 

15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang 
karena jabatannya berkedudukanjuga sebagai wakil Pemerintah 
di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

14. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 
selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 
Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerin tahan Provi:risi D KI Jakarta. 
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(4) Penginputan tindak lanjut arahan Gubernur harus disertai 
dengan mengunggah bukti pendukung. 

(5) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) · terdiri 
atas: 
a. dokumen; 
b. laporan; 
c .. surat; 
d. berkas; dan/ a tau 
e. foto. 

(3) Tindak lanjut arahan Gubernur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 
tindak lanjut arahan Gubernur · yang selesai dengan target 
jumlah tindak lanjut arahan Gubernur pada triwulan tersebut 
dalam persentase. · 

(2) Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta mengoordinasikan penyusunan kriteria ketuntasan 
tindak lanjut arahan Gubernur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan menginput ke dalam sistem informasi tambahan 
penghasilan pegawai. 

(1) Tindak lanjut arahan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam 
· Pasal 6 huruf a merupakan tindak lanjut atas penugasan lisan 
dan/ atau tulisan yang diberikan · Gubernur kepada Pejabat 
Pimpinan Tinggi. 

Pasal 7 

a. tindak lanjut arahan Gubernur; 

b. tindak lanjut aduan masyarakat; 

c. survei kepuasan masyarakat; dan 

d. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Sasaran Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
terdiri a tas: 

Pasal 6 

Sasaran Operasional 

Bagian Ketiga 

(2) Perhitungan capaian Kegiatan Strategis Daerah bagi PPK 
Infrastruktur Khusus se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b dilakukan setiap bulan dalam presentase dan dilakukan 
paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya. 

(1) Perhitungan capaian Kegiatan Strategis Daerah bagi Pejabat 
Pimpinan "I'inggi sebagaiman:a dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target kinerja 
yang tercantum dalam Kegiatan Strategis Daerah setiap triwulan 
dalam persentase dan dilakukan paling lambat tanggal 8 pada 
bulan pertama triwulan beriku:tnya. · 

Pasal 5 
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(1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan 
tindak lanjut Perangkat Daerah atas basil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

Pasal 13 

( 1) Perhitungan hasil survei kepuasan masyarakat sesuai hasil 
penilaian yang tercatat pada sistem 'informasi survei. kepuasan 
masyarakat setiap triwulan dalam angka persentase. 

(2) Perhitungan hasil sui:vei kepuasan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 8 pada 
bulanpertama triwulan berikutnya. 

Pasal 12 

Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf c merupakan hasil survei yang tercatat pada sistem informasi 
survei kepuasan masyarakat. 

(2) Perhitungan capaian tindak lanjut aduan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling la.mbat tanggal 8 pada 
bulan perta.ma triwulan berikutnya, 

Pasal 11 

( 1) Perhitungan capaian tindak lanjut aduan masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam . Pasal · 6 huruf b adalah rata-rata hasil 
penilaian tindak lanjut aduan masyarakat yang tercatat pada 
sistem informasi aduan masyarakat selama 3 (tiga) bulan · dalam 
angka persentase. 

Pasal 10 

Tindak lanjut aduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b merupakan tindak lanjut terhadap aduan masyarakat 
yang tercatat pada sistem informasi pengaduan masyarakat, 

Pasal 9 

(1) Validasi tindak lanjut arahan Gubernur dilakukan paling lambat 
tanggal 8 pada bulan berikutnya. 

(2) Validasi tindak lanjut arahan Gubemur sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh: 

a. Gubernur terhadap Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur dan 
Inspektur; 

b. Sekretaris Daerah terhadap Asisten Sekretaris Daerah; 

c. Deputi Gubernur terhadap Asisten Deputi Gubernur; dan 

d. Asisten Sekretaris Daerah terhadap Kepala Perangkat Daerah, 
Kepala Biro· dan Direktur · Rumah Sakit Umum Daerah/ 
Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan . Kelas B Provinsi 
DKI Jakarta di bawah koordinasinya. . . . 

Pasal 8 
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Sasaran khusus diperoleh dari :indikator tambahan yang ditambahkan 
oleh Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah/Kepala 
Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. 

Pasal 18 

Sasaran Khusus 

Bagian Keempat 

(2) Validasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: 
a. Sekretaris Daerah terhadap Inspektur Provinsi DKI Jakarta; 

dan 
b. Asisten Sekretaris Daerah terhadap Kepala Perangkat Daerah, 

Kepala Biro dan Kepala Rumah Saki.t Umum Daerah/Rumah 
Sakit khusus Daerah Kelas A . dan Kelas B, di bawah 
koordinasinya, 

(1) Validasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan dilakukan paling lambat tanggal 8 pada 
bulan pertama triwulan berikutnya. 

(1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
diinput oleh Kepala Perangkat . Daerah ke dalam sistem 
informasi tambahan penghasilan pegawai paling lambat tanggal 
25 pada bulan terakhir triwulan berjalan. 

(2) Penginputan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disertai 
dengan mengunggah bukti pendukung. 

Pasal 16 
Verifikasi capaian tindak .lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan dilakukan oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta paling 
lambat tanggal 3 bulan pertama pada triwulan berikutnya. 

-Pasal 17 

Pasal 15 

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut 
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang selesai dengan 
rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan pada triwulan tersebut dalam angka persentase. 

Pasal 14 

(3) Kepala Perangkat Daerah menginput rencana aksi tindak lanjut 
hasil perneriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ke sistem 
informasi tambahan penghasilan pegawai paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah dikoordinasikan oleh lnspektorat Provinsi DKI 
Jakarta. 

(2) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengoorclinasikan Perangkat 
Daerah dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l}. 
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(3) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi selaku Sekretaris Badan 
Kerja Sama Pernbangunan Jakarta, Bogar, Depok, Tangerang, 
Bekasi dan Cianjur disusun berdasarkan sasaran khusus·. 

(2) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi selaku Kepala Perangkat 
Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dapat diberikan 
sasaran tambahan berupa sasaran strategis sesuai kebutuhan. 

b. sasaran khusus. 

a. sasaran operasional; dan 

(1) Perencanaan Kinerja Pejabat Pimpinan · Tinggi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 19 huruf a disusun berdasarkan: 

Pasal 21 

Perencanaan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi 

Paragraf 1 

Perencanaan Kinerja 

Bagian Kedua 

b. Pengukuran Kinerja. 

a. Perencanaan Kinerja; clan 

Penilaian kinerja, meliputi: 

Pasal 20 

Umum 

Bagian Kesatu 

TAHAPAN PENILAIAN KINERJA 

BAB III 

(2) Perhitungan capaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan 
pertama triwulan berikutnya. 

(1) Perhitungan capaian indikator tambahan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 18 diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan 
target kinerja yang tercantum · dalam Rencana Kinerja setiap 
triwulan dalam angka persentase. 

Pasal 19 
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(1) Perencanaan Kinerja Pejabat Administrasi disusun berdasarkan: 
a. Cascading dari Rencana Kinerja atasan langsung; 
b. sasaran khusus; dan 
c. tugas dan fungsi jabatan, 

Pasal 23 

Perencanaan Kinerja Pejabat Administrasi 

Paragraf 2 

(3) Perencanaan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi mengacu pada 
Format Rencana Kinerja Tahunan Pejabat Pimpinan Tinggi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

h. Sekretaris Badan Kerja Sama Pembangunari Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur oleh Gubernur. 

e. Wakil Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris 
Kota/ Kabupaten Administrasi oleh Kepala Perangkat Daer ah; 

f. Kepala Biro oleh Sekretaris Daerah; 

g. Kepala Rumah Sakit; Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus 
Daerah Kelas Adan Kelas B oleh Kepala Perangkat Daerah; 
dan 

d. Asisten Sekretaris Daerah oleh Gubernur; 

c. Asisten Deputi Gubernur oleh Deputi Gubernur; 

b. Deputi Gubernur oleh Gubernur; 

(2) Penandatanganan Rencana Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kepala Perangkat Daerah oleh Gubernur setelah diverifikasi 
oleh Asisten Sekretaris Sekda yang membidangi; 

(1) Penyusunah Perencanaan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi 
mulai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun sebelumnya untuk 
dituangkan dalam Rencana Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi. 

Pasal 22 

(6) Perencanaan Kinerja ditandatangani pada awal bulan Januari 
dengan target capaian untuk setiap triwulan dan tahunan. 

(5) Perencanaan Kinerja masing-masing Asisten. Sekretaris Daerah 
merupakan nilai rata-rata. capaian dari semua Perangkat 
Daerah yang berada dibawah koordinasinya. 

(4) Perencanaan Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi selaku Wakil 
Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Kota/Kabupaten disusun 
berdasarkan perencanaan kinerja Kepala Perangkat Daerah. 
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(4} Penandatanganan Rencana Kinerja Pejabat Fungsional antara 
Pejabat Fungsional dengan atasan langsung dilaksanakan 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Rencana Kinerja 
Pejabat Pimpinan Tinggi ditandatangani. 

(3) Perencanaan Kinerja Pejabat Fungsional mengacu pada Format 
Rencana Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(2) Penyusunan Perencanaan Kinerja Pejabat Fungsional 
dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Perencanaan 
Kinerja atasan langsungnya. 

(1) Perencanaan Kinerja Pejabat Fungsional disusun berdasarkan: 

a. uraian kegiatan Pejabat Fungsional; dan/ atau 

b. sasaran khusus. 

Pasal 25 

Perencanaan Kinerja Pejabat Fungsional 

Paragraf 4 

(3) Penandatanganan Rencana Kinerja PP~ Infrastruktur Khusus 
antara PPK Infrastruktur Khusus dengan Kepala Perangkat 
Daerah dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja setelah 
Rencana Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi ditandatangani. 

{2) Perencanaan Kinerja PPK Infrastruktur Khusus mengacu pada 
format. Rencana Kinerja tahunan PPK Infrastruktur Khusus 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

( 1) Perencanaan Kinerja PPK Infrastruktur Khusus disusun 
berdasarkan 'sasaran strategis. 

Pasal 24 

Perencanaan Kinerj a PPK Infrastruktur Khusus 

Paragraf 3 

(4) Penandatanganan Rencana Kinerja Pejabat Administrasi antara 
Pejabat Administrasi dengan atasan langsung dilaksanakan 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Rencana Kinerja 
Pejabat Pimpinan Tinggi ditandatangani. 

(3} Perencanaan Kinerja pejabat administrasi mengacu pada 
Format Rencana Kinerja Tahunan Pejabat Administrasi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang rrierupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(2) Penyusunan Perencanaan Kinerja Pejabat Administrasi dilaksanakan 
secara paralel dengan penyusunan Perencanaan Kinerja atasan 
langsungnya. 
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c. Asisten Deputi Gubernur oleh Deputi Gubernur; 

a. Kepala Perangkat Daerah oleh Gubernur setelah diverifikasi 
oleh Asisten Sekretaris Sekda yang membidangi; 

b. Deputi Gubernur oleh Gubernur; 

(5) Hasil Pengukuran Kinerja tahunan Pejabat Pimpinan Tinggi 
ditetapkan sebagai Penilaian Kinerja dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

(4) Basil Pengukuran Kinerja triwulan Pejabat Pimpinan Tinggi 
digunakan sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan 
Pegawai. 

(3) Pejabat Pimpinan Tinggi melaporkan capaian indikator kinerja 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan 
clan tahunan. 

(2) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi tidak memiliki capaian 
indikator kinerja pada triwulan tertentu, Pengukuran Kinerja 
berdasarkan pada capaian indikator kinerja periode sebelumnya. 

(1) Pengukuran Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dinilai berdasarkan 
capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada setiap 
triwulan dan tahunan, 

Pasal 27 

Pengukuran Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi 

Paragraf 1 

Pengukuran Kinerj a 

Bagian Ketiga 

(2) Perubahan Rencana Kinerja ditandatangani paling lambat 15 
(lima belas] hari kerja terhitung sejak terjadinya alasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

c. PNS yang pada tahun berjalan dipekerjakan/diperbantukan/ 
tugas belajar kemudian kembali bertugas; dan/ atau 

d. perubahan dalam strategi yang merripengaruhi pencapaian 
tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan clan alokasi 
anggaran). 

b. perubahan organisasi yang mengakibatkan adanya perubahan 
tugas dan fungsi; 

a. mutasi jabatan; 

( l) Perubahan Rencana Kinerja dapat dilakukan pada tahun berjalan 
disertai dengan alasan sebagai berikut: 

Pasal 26 

Perubahan Rencana Kinerja 

Paragraf 5 
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Paragraf 2 

Pengukuran Kinerja Pejabat Administrasi, PPK Infrastruktur 
Khusus, dan Pejabat Fungsional 

Pasal 28 

(1)' Pengukuran Kinerja Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional 
dinilai berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan 
pada setiap akhir triwulan, 

(2) Pengukuran Kinerja PPK Infrastruktur Khusus dinilai 
berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada 
setiap bulan. 

(3) Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan PPK Infrastruktur 
Khusus menyampaikan capaian indikator kinerja kepada PyB. 

(4) Hasil Pengukuran Kinerja Pejabat Administrasi, PPK 
Infrastruktur Khusus, dan Pejabat Fungsional digunakan 
sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai. 

(5) Hasil Pengukuran Kinerja tahunan ditetapkan , sebagai 
Penilaian Kinerja oleh PyB. 

(6) Pembobotan Penilaian Kinerja Pejabat Administrasi, , PPK 
Infrastruktur Khusus, dan Pejabat Fungsional berdasarkan 
perbandingan proporsional antara realisasi dengan target dikali 
100% (seratus persen). 

(7) Pembobotan Penilaian Kinerja Pejabat Administrasi untuk 
jabatan Camat dan Lurah mengacu pada indikator penilaian 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(8) Kriteria Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi mengacu 
pada kriteria nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

(7) Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi mengacu pada 
Format Penilaian Kinerja sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Guberriur ini. 

(6) Pembobotan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi 
mengacu pada indikator penilaian sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

h. Sekretaris Baclan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Boger, 
Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur oleh Gubernur. 

e. Wakil Kepala Perangkat Daerah clan Sekretaris Kota/ 
Kabupaten Administrasi oleh Kepala Perangkat Daerah; 

f. Kepala Biro oleh Sekretaris Daerah; 

g. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus 
Daerah Kelas A clan Kelas B oleh Kepala Perangkat Daerah; 
clan · 

cl. Asisten Sekretaris Daerah oleh Gubernur; 
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( 1) Pembinaan teknis sistem informasi penilaian kinerja dilaksanakan 
oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI 
Jakarta. 

(2) Pembinaan teknis sistem informasi · penilaian kinerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pengembangan sistem informasi; 

Pasal 32 

(3) Sistem informasi penilaian kinerja organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). huruf a dikelola oleh Biro Organisasi 
dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta. 

(4) Sistern informasi penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi DKI Jakarta. 

b. sistem informasi penilaian kinerja PNS. 

(2) Sistem informasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disediakan oleh Dinas Komunikasi, lnformatika clan 
Statistik Provinsi DKI Jakarta. 

', 

a. sistem informasi penilaian kinerja organisasi; dan 

( 1) Sistem informasi penilaian · kinerj a dilaksanakan secara 
terintegrasi yang terdiri atas: 

Pasal 31 

BABV 

SISTEM INFORMASI 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ·ayat (1) berupa surat 
peringatan dari 'Gubemur. 

(1) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi target 
capaian Rencana Kinerja diberikan sanksi. 

Pasal 30 

(1) Terhadap ·Pejabat Pimpinan Tinggi yang berhasil memenuhi 
target capaian Rencana Kinerja diberikan penghargaan. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
surat apresiasi dari Gubernur. 

Pasal 29 

BABIV 

PENGHARGAAN DAN SANKSI 

(9) Kriteria Penilaian Kinerja Pejabat Adrninistrasi, PPK 
Infrastruktur Khusus, clan Pejabat Fungsional mengacu pada 
kriteria nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 
~~rupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
1m. 

(8) Penilaian Kinerja Pejabat Administrasi, PPK Infrastruktur 
Khusus, dan Pejabat Fungsional mengacu pada Format Penilaian 
Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang . 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
mi. 
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(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Kinerja 
dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi Penilaian 
Kinerja. 

(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta; 
b. unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta; 
c~ unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

DKI Jakarta; 
d. unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

D KI Jakarta; 
e. unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta; 
f. unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi 

D KI Jakarta; dan 
g. unsur Perangkat Daerah lain yang ditunjuk. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

BAB VII 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI . 

-, Pasal 34 

( 1) Terhadap capaian indikator kinerja dapat dilakukan penyesuaian 
dengan alasan tertentu yang menyebabkan tidak tercapainya 
realisasi atas target indikator kinerja. 

(2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara 
lain: 
a. keadaan kahar; 
b. · efisiensi anggaran; a tau 
c. kebijakan pemerintah pusat. 

(3) Berdasarkan alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
PyB melakukari verifikasi dalam rangka menetapkan penyesuaian 
terhadap capaian indikator kinerja. 

(4) PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. Gubemur atas penyesuaian capaian indikator kinerja Pejabat 
Pimpinan Tinggi; clan 

b: Kepala Perangkat Daerah atas penyesuaian capaian indikator 
kinerja Pejabat .Administrasi, PPK Infrastruktur Khusus, 
clan Pejabat Fungsional. 

BAB VI 

.PENYESUAIAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 

Pasal 33 

b. pengelolaan dan pengembangan infrastruktur clan jaringan 
sistem; dan 

c. pengelolaan keamanan data. 

13 



,- 
y ~NYUHANAH 

NIP 196508241994032003 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2020 NOMOR 72005 

SAEFULLAH 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Maret 2020 

ANIES BASWEDAN 

ttd 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Maret 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020. 

Pasal35 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VIII 
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Sasaran S!ralagis Sa saran Sasaran Operasional 
Perangkat Daerah 

Khusus Total No. lndlkator Arahan TLAduan TLHP 
IKU KSO SKM 

Khusus .Gubarnur Masvarakat BPK 
1 Sekretariat Daerah 50% NIA. 20% 30% NIA NIA NIA 100% 

2 Asisten Pemerintahan 50% NIA 20% 30% NIA NIA NIA 100% 

3 Asisten Perekonomian dan Keuanaan 50% NIA 20% 30% NIA .NIA NIA 100% 

4 Asisten Pembanounan dan Linokunaan Hiduo 50% NIA 20% 30% NIA NIA NIA 100% 

5 Asislen Keselahteraan Rakval 50% NIA 20% 30% NIA NIA NIA 100% 

6 Deouti Bidang Tata Ruano dan Linakunaan Hiduo NIA NIA 80% 20% NIA NIA NIA 100% 

7 Deputi Bidana Penoendalian Keoendudukan dan Permukiman NIA NIA 80% 20% NIA NIA. NIA 100% 

.8 Deouti Bidana tndustrl, Perdaaanaan dan Transoortasi NIA NIA 80% 20% NIA NIA NIA 100% 

9 Deouti BldanQ Budava dan Pariwisata NIA . NIA 80% 20% NIA NIA NIA 100%. 
10 Asisten Deouti Bidano Tata Ruano NIA NIA 80% 20% NIA NIA NIA. 100% 
11 Aslsten Deouti Bidano Linokunoan Hlduo NIA N/A 80% 20% N/A NIA NIA 100% 
12 Asisten Deouti Bidana Penoendalian Keoendudukan NIA NIA 80% 20% N/A NIA NIA · 100% 
13 Aslsten Deouti Bidana Penoendalian Permukiman NIA NIA 80% 20% NIA NIA NIA 100% 
14 Asisten Deouti .Bidana lndustri dan Perdaoanoan NIA NIA 80% 20% NIA NIA NIA 100% 
15 Asisten Deouti Bidana Transoortasl NIA NIA 80% 20% NIA NIA NIA 100% 
16 Aslsten Deouti Bidano Budava NIA NIA 80% 20% NIA NIA NIA 100% 
17 Asisten Deouti Bldanq Pariwisata NIA NIA 80% 20% NIA NIA NIA 100% 

BADANIDINAS/KOTA/KABUPATEN/BIRO 
DOMINAN SASARAN STRATEGIS 

18 lnsoektorat 20% 40% 20%' 5% 5% 5% 5% 100% 
19 Badan Perencanaan Pembanounan Daerah 20% 40% 20% · 5% 5% 5% 5% 100% 
20 Badan Penaelolaan Keuanaan Daerah 20% 40% 20% 5% "5% 5% 5% 100% 
21 Badan Keoeaawaian Daerah 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
22 Sadan PenQembamian Sumber Dava Manusia 20% 40% 20%· 5% 5% 5% 5% 100% 
23 Badan Pendapatan Daerah 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
24 Badan Pelavanan Penoadaan BaranalJasa 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
25 Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 20% 40% 20%. 5% 5% 5% 5% 100% 
26 Sadan Kesatuan Banosa dan Politik 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
27 Dinas Kapendudukan dan Pencatalan Sioii 20% 40%. 20% 5%' 5% 5% 5% 100% 
28 Dinas Penanqculancan Kebakaran dan Penvelamatan 20% 40% 20%. 5% 5% 5% 5% 100%. 
29 Dinas Pemberdavaan Pertindunoan anak dan oenoendaiian oenduduk 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
30 Dinas Kasehatan 20% 40%. 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
31 Dinas Pemlida dan Olah Raoa 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
32 Dinas Peroustakaan dan Kearsioan 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
33 Dinas Sosial .20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
34 

,- 
Dinas Pertamanan dan Hulan Kota 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 

35 Dinas Linakunaan Hiduo 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100%- 
36 Dinas Perumahan Rakvat dan Kawasan Permukiman Kola 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
37 Dinas-Perhubunoan 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
38 Dinas Ketahanan Panoan Kelautan dan Pertanian 20%. 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
39 Dinas Tenaoa Keria Transmiorasi dan Enerai 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 
40 Dinas Perindustrian Perdacanoan. Koaerasi Usaha Kecil dan Menenoah 20% 40% 20% 5% 5% 5% 5% 100% 

DOMINAN SASARAN KHUSUS 
41 Sadan Penancqulanqan Bencana Daerah 20% 20% 40% 5% 5% 5% 5% 100% 
42 DlnasKornunikasi lnformatika dan Statis!ik 20% 20% 40% 5% 5% 5% 5% 100% 
43 Saluan Pollsi Pamona Praia 20% • 20% 40% 5% 5% 5% 5% 100% 
44 Dlnas Pendidikan 20% 20% 40% 5% 5% 5% 5% 100% 
45 Dinas Kebudavaan 20% 20% 40% 5% 5% 5% 5% 100% 
45· Dinas Bina Maroa 20% 20% 40% ·5% 5% 5% 5% 100% 
47 Dinas Cipta Karva Tata Ruana dan Pertanahan 20% 20% 40% 5% 5% 5% 5% 100% 
48 Dinas Sumber Dava Air 20% 20% 40% 5% 5% 5% 5% 100% 
49 Sadan Penqelolaan Asel Daerah 20% 20% 40% 5% 5% 5% 5% 100% 
50 Dinas Pariwisa'ta dan Ekonomi Kreatif 20% 20% 40% 5% 5% 5% 5% 100% 
51 Dinas Penanaman Modal dan Peiavanan Teroadu Satu Pinlu 20% 20% 40% 5%· 5% 5% 5% 100% 

DOMJNAN SASARAN OPERASJONAL 
52 Kota Administrasi Jakarta Utara 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
53 Kola Administrasi Jakarta Baral 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
54 Kola Administrasi Jakarta Selatan 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
55 Kola Adminlstrasi Jakarta Timur 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
56 Kota Administrasi Jakarta Pusat 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
57 Kabupaten Admiriistrasl Keoulauan Seribu 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
58 Biro Pemerintahan 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100°; 
59 Biro Huki.Jm 15% 15% 20% 15% 15% 10% 

... ,.. .. _ 
10% 100o/, 

60 Biro Oraanisasl dan Reformasi Birokrasi 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
61 Biro Keoala Daerah 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
62 Biro Umum dan Admlnistrasi Setda 15% 15% 20% 15% 15% 10% · 10% 100% 
63 Biro Perekonomian dan Keuanoan 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
64 Biro Keriasama Daerah 15% 15% 20%. 15% 15% 10% 10% 100% 
65 Biro Pembanqunan dan LinakunQan Hiduo 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
66 Biro Keselahteraan Sosial 15% 15% 20% 15% 15%· 10% 10% 100% 
67 Biro Pendidikan dan Mental Soirilual 15% · 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 
68 Sekretariat DPRD 15% 15% 20% 15% 15% 10% 10% 100% 

Non Perangkat Daerah 
69 Sekretaris Badan Keria Sama Pembanounan JABODETABEKJUR 100% NIA NIA NIA NIA NIA NIA 100% 

. A. Bobet Penllalan Kinerja Pejabat Pirnpinan Tinggi 

BOBOT PENILAIAN KINERJA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 
NOMOR 18 TAHUN 2020 
TENT ANG 
PENILAIAN KINERJA 



ANIES BASWEDAN 

ttd 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

No lndikator Kinerja Bobot 
Camat 

1 Periarilian Kinerja Camat 50% 
2 Optimalisasi Penerimaan PBB 10% 
3 Pengelolaan Samoah Zero Waste 10% 
4 Penaamanan Aset Pemerintah Daerah 10% 
5 Sarana dan Prasarana Umum 10% 
6 Survei Keouasan Lavanan Masvarakat 10% 

Lu rah 
1 Perjanjian Kinerja Lurah 50% 
2 Optimalisasi Penerimaan PBS 10% 
3 Penaelolaan Sampah Zero Waste 10% 
4 Penaamanan Aset Pemerintah Daerah 10% 
5 Drainase Vertikal 10% 
6 Survei Keouasan Lavanan Masvarakat 10% 

B. Bobot Penilaian Kinerja Camat dan Lurah 

2 
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ANIES BASWEDAN 

ttd 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

No Kriteria Nilai Predikat 

1 >= 91 sampai dengan 100 Sangat Memuaskan 

2 >= 81 sampai dengan 91 Memuaskan 

3 >= 71 sampai dengan 81 Baik 

4 >= 61 sampai dengan 81 Cukup Baik 

5 >= 51 sampai dengan 81 Kurang Baik 

6 < 51 Buruk 

KRITERIA PENILAIAN 

LAMPIRAN IV 
PERA TURAN GUBERNUR DAE RAH KHUSUS 
IBUKOTAJAKARTA 
NOMOR 18 TAHUN 2020 
TENT ANG 
PENILAIAN KINERJA 


